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ABSTRAK 

 

 Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan 

Plampang Kabuapten Sumbawa, Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan 

pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki 

pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu 
tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan 

desa/kelurahan dalam rangka tertib. Penelitian ini bertujuan untung mengetahui Peran 

Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Sumbawa, dengan metode 

penelitian yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif.dengan hasil penelitian yaitu 

Peran camat dalam penyelengaraan pemerintahan di kecamatan Plampang 

kabupaten sumbawa telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan plampang. 

Adanya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di Kecamatan Plampang, adanya kerjasama dengan kepolisian RI di 

wilayah Kecamatan yang dapat membantu serta menjaga kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah di kecamatan plampang, dan merupakan 

implementasi peran yang di buktikan di Kecamatan Plampang. 

 

Kata Kunci :Peran, Kecamatan dan Pemerinahan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah 

kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai 

pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian 

kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara 

urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas 

Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, 

Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari 

tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya 

sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan 

pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat 

dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai 

perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. 

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada 

camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Menurut Koeswara (2007:2) pemerintah kecamatan merupakan tingkat 

pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan 
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terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung 

tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian 

urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan 

dalam pemerintahan kecamatan. 

Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini 

dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat 

daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Dalam rangka 

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada 

desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten 

yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya 

paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di 

kabupaten/kota.  

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur 

mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, 

penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka 

kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat 

di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, 
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dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan 

Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, 

pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, 

pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan 

pengawasan Kecamatan dan Kelurahan. 

Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, 

Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki 

pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana 

salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib.Lembaga supra desa dimaksud 

selalu melakukan pembinaan kepada desa melalui tugas pembantuan yang 

diberikan kepada desa. Sedangkan Camat tetap menjalankan fungsi pengawasan 

terhadap peyelenggaraan pemerintahan di desa, meskipun desa memiliki otonomi 

asli dengan struktur pemerintahan yang berbeda, yakni kepala desa sebagai unsur 

eksekutif di desa yang dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk oleh level 

pemerintahan diatasnya, begitu juga dengan ketua dan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif di desa. (Koeswara, 2007, h.3). 

Kecamatan Plampang merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah 

administrasi Kabupaten Sumbawa yang terletak di bagian timur wilayah 

Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat dengan jarak 63 km dari 

Ibukota kabupaten. Ketinggian rata-rata Kecamatan Plampang 10,05 meter 

diatas permukaan air laut (menurut Kompas dari petugas Geografi tanggal 
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25 Agustus 1990). Luas wilayah Kecamatan Plampang adalah 418,69 

km2 dengan jumlah penduduk 27.834 jiwa. Desa di Kecamatan Plampang 

berjumlah 12 desa, terbagi menjadi 11 desa berstatus definitif dan 1 desa UPT. 

 Tahun 2002, Kecamatan Plampang mengalami pemekaran menjadi 2 kecamatan 

plampang dan kecamatan Labangka.Tahun 2004 terjadi pemekaran kembali 

menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Plampang dan Kecamatan Maronge. 

Kecamatan Plampang terdiri dari 12 desa yang dapat di klasifikasikan dalam 9 

desa swakarya, 2 desa Swasembada dan 1 desa UPT. Demi terselenggaranya roda 

pemerintahan desa yang berjalan dengan baik, serta dapat memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat di tingkat desa, maka di perlukan perangkat-perangkat 

pendukung seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua 

RT.Kecamatan Palmpang dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di 

bantu oleh 12 Kepala Desa, 44 Kepala Dusun, 89 Ketua RW serta 213 Ketua RT. 

(http://geoportalbankdatasumbawa.net/public/kecamatan/5204130 diakses pada 

tanggal 12 februari 2020 Pkul 19.00 WITA) 

Dilihat dari jumlah Kepala Desa, Ketua RW dan ketua RT di Kecamatan 

Plampang sangat banyak, dan dari jumlah tersbut bisa kita melihat bagaimana 

peran camat dalam penyelenggaraan pemerintah di kecamatan Plampang itu 

sendiri, apakah sudah efektif dan efisien dalam mengurus semua Desa yang ada 

di Kecamatan Plampang. Kecamatan Plampang merupakan salah satu 

penyelenggara pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak 

langsung kepada masyarakat.Sebagai salah satu sub-sistem pemerintah di 

http://geoportalbankdatasumbawa.net/public/kecamatan/5204130
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Indonesia, kecamatan Plampang yang memiliki visi “terwujudnya Kecamatan 

Plampang yang handal dalam pelayanan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Sumbawa” mempunyai kedudukan cukup strategis dan 

memainkan peran fungsional dalam pelayanan administrasi pemerintahan, 

pembangunan serta kemasyarakatan. 

Sebagai salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penyelenggara 

Pemerintah Desa yang banyak di Kabupaten Sumbawa, tentunya intensitas 

pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan lebih banyak ditemukan di 

Kecamatan Plampang ini. Untuk itu, Camat harus mampu melakukan segala 

tugas dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu Kecamatan 

Plampang telah memperbaiki akses jalan Ke salah satu desa di Kecamatan 

Plampang yaitu Desa Spayong pada tahun 2019 dan Kecamatan Plapang juga 

telah merencanakan pembangunan pelabuhan Teluk Santong yang fungsinya 

untuk mendukung industrialisasi dan mempermudah ekspor barang serta 

menggeliatkan perekonomian masyarakat, karena akan ada banyak tenaga kerja 

lokal yang dapat diserap dan masyarakat sekitar pelabuhan juga akan mendapat 

penghasilan tambahan dengan adanya aktivitas ekspor di Pelabuhan Teluk 

Santong.  

Berbeda dengan Kecamatan Empang yang memiliki 10 Desa, 39 Dusun, 

62 RW, dan 173 RT dan Semua desa di Kecamatan Empang merupakan desa 

Swasembada, kecamatan Empang pada akhir tahun 2018 mulai merenovasi 

dermaga ikan yang terletak di labu jontal, hal tesebut sangat berbeda sekali 
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dengan kecamatan plampang yang merenovasi Kantor camat dan merenovasi 

jalan yang ada di desa Spayong. 

Dalam uraian latar belakang tersebut, menunjukan adanya gejala sosial 

yang menarik untuk dikaji dalam meneliti masalah ini serta memaparkan masalah 

ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Peran Camat Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Plampang Kabupaten 

Sumbawa”. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini, adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan 

Plampang Kabupaten Sumbawa? 

2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Camat Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah 

yang di kemukakan di atas, yaitu sebagai berikut: 

1. untuk mengetaui Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di 

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. 

2. untuk mengetahui Faktor pendukung dan Penghambat Camat Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. 
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1.4.Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian adalah: 

1. Karya ilmiah ini merupakan salah satu mata kuliah terakhir untuk merampungkan 

studi S-1 dan meraih sarjana pada jurusan urursan publik, program studi 

administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik  

2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan publik yang mengarah pada konsep 

Penyelenggaraan Pemerintah. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan 

refenrensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait. 

3. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi Camat dan  

pemerintah daerah  Kabupaten Sumbawa dalam mengambil keputusan yang 

berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintah, dapat pula dijadikan sebagai 

masukan bagi pihak Kecamatan Plampang untuk menigkatkan Peran Camat Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah. 
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BAB II 

LANDASAR TEORI 

2.1.Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam megkaji 

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan 

penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis 

mengangkat sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian 

penulis.Bagian ini mmeuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian 

terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian 

terdahulu antara lain : 

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Yudianto (2014) dengan judul 

Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat 

Pallangga, Kabupaten Gowa). Denga  hasil penelitian Kedudukan dan peran 

Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah 

kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, 

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan kepemipinan camat 

dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya di antaranya yaitu: Tingkat 

partisipasi masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di 
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Kecamatan Pallangga cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam 

pemerintahan di Kecamatan Pallangga dan enggan terlibat dalam mempengaruhi 

kebijakan publik. Faktor kepemimpinan camat merupakan hal yang penting yang 

dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama 

demi kepentingan masyarakat luas, dalam hal ini unit kegiatan pemberdayaan 

masyarakat.Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat tetap 

harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam 

menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kesamaan dengan yang di kaji peneliti saat ini adalah sama- sama membahas 

tentang Camat dan metode penelitian yang digunakan sama yait metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Kedua,penelitian yang di lakukan oleh Suawah (2013), Dengan Judul 

Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Tikla Kota 

Manado. dengan hasil penelitian peran camat sebagai pelaku tugas-tugas 

pemerintah di wilayah tikala ternyata dari 25 responden yang di wawancarai 

menyatakan 15 orang atau 60% peranan camat itu baik, sementara 8 orang atau 

32% menyatakan bahwa peran camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

cukup baik, sedangkan sisanya menyatakan peranan camat kurang baik. 

Kesamaan dengan yang di kaji peneliti saat ini adalah sama- sama membahas 

tentang Camat dan metode penelitian yang digunakan sama yait metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
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 Ketiga,Penelitaina yang di lakukan oleh Aprianti (2009) dengan judul 

Peranan Camat Dalam Membina Perangkat Desa Di Kecamatan Lirik Kabupaten 

Indragiri Hulu (Studi Pembinaan Bidang Administrasi). Dengan memperoleh 

hasil sebagai berikut peran camat sebagai Pembina perangkat desa baik itu 

melalui ceramah, diskusi pelatihan dapat di katakana cukup baik.Dilihat dari 

sumber daya manusia dan pelaksanaan fungsi dan perangkat dan perangkat 

lembaga-lembaga yang ada belum berjalan sesuai dengan mekanisme dan belum 

berjalannya funsi dan tugas pemerintah desa akibat kurangnya pembinaan yang 

dilaksanakan oleh camat. Kesamaan dengan yang di kaji peneliti saat ini adalah 

sama- sama membahas tentang Camat dan metode penelitian yang digunakan 

sama yait metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

2.2.Landasar Teori 

2.2.1.Konsep Peran 

Menurut Soekanto (2002; 243) Pengertian Peran adalah sebagai berikut: 

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.  

Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto.Ia mengatakan bahwa “peran (role) merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002:243). 

Peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia 

peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 
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berkedudukan di masyarakat. (Soekanto, 2014: 219). Sedangkan makna peran 

yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat 

dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut 

penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki 

hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman yunani 

kuno atau romawi.Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau 

dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.Kedua, 

pengertian peran menurut ilmu sosial (Soekanto, 2014: 212).Peran adalah 

perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran 

sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.Setiap orang memiliki macam-macam 

peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupya. Hal ini sekaligus berarti 

bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. 

Setiap individu memiliki perilaku pada posisi sosial yang berbeda dalam 

masyarakat atau yang disebut dengan peran seperti yang diungkapkan Friedman 

dalam (soekanto 2014:145) pengertian peran adalah serangkaian perilaku yang 

diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara 

formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan 

harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan 

dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapanharapan mereka sendiri 

atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.Menurut 
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Friedmandalam (Soekanto 2014:145) struktur peran dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu: 

a. Peran Formal ( peran yang nampak jelas )  

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen.Peran formal yang 

standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial 

sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider 

(penyedia)pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; 

rekreasi; persaudaraan ( memelihara hubungan keluarga paternal dan 

maternal); terapeutik; seksual. 

b. Peran Informal ( peran tertutup )  

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak 

tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan 

emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-

peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan 

didasarkan pada atribut-atibut kepribadian anggota keluarga 

individual.Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat 

mempermudah pelaksanaan peran-peran formal. 

2.2.2.Aspek-Aspek Peranan 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

seseorang dalam masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
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c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan 

merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang 

usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) 

variabel yang merupakan hubungan sebab akibat. 

Menurut Soekanto (2002: 243), peran mencakup tiga hal, yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan; 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi; 

c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau 

kelompok yang dalam. hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan peranan 

sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dinas perhubungan 

dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-

peraturan yang membimbing dinas perhubungan dalam proses pembangunan 

masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang 
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undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang 

apabila peranan ini dijalankan oleh dinas perhubungan maka akan tercipta suatu 

hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara dinas perhubungan dengan 

masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (social circle), yang diikuti 

dengan apa yang dapat dilakukan dinas perhubungan dalam masyarakat, dan juga 

perilaku dinas perhubungan yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selain 

itu, menurut Soekanto (2002:243), pembahasan perihal aneka macam peranan 

yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur 

masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya; 

b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh 

masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu 

terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya; 

c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu 

melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. 

Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan 

kepentingan pribadi yang terlalu banyak; 

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum 

tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. 

Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang 

peluang tersebut. 
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2.2.3. Bentuk-Bentuk Peran 

Biddle dan Thomas Dalam Soekanto (2002: 244), membagiperistilahan 

dalam teori peran maka ada empat golongan Yaitu : 

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 

b. Perilaku yang muncul dalam intraksi tersebut 

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 

d. kaitan antara orang dan perilaku. 

Peneliti dapat memeberikan hasil berdasarkan pemaparan dari pada toeri 

peran, yang dimana akan menjelaskan secara terperinci sesuai permaslahan yang 

diangkat oleh peneiliti. Maka peran adalah bentuk dari sebuah 

pertanggungjawaban atas hal yang ditetapkan padanya dala mencapai sebuah 

tujuan. didalam peran banyak sekali karakter-karakter yang dipegang untuk 

mencapai sebuah tujuan yang satu dengan yang lain, salah satunya yaitu peran 

lembaga atau peran dalam rana sosial tentunya mendukung keberadaanya. Salah 

satunya itu adalah peran pemerintah, entah pemerintah daerah atau pemerintah 

Desa. 

2.2.4. Kewajiban (Kewenangan) Dalam Peran 

Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang 

ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, nmengambil keputusan, atau 

mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, 

Kewenangan lebih baik pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara 
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kekuassaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatau (Eko, 2014:16). 

Pada dasarnya ada 3 kewenangn yang diberikan pada Desa dalam pemdes 

yaitu. 

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul 

2. Kewenangan lokal bersekala desa 

3. Kewenangan-kewenangan yang diberikan pemerintah. 

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan 

seseorang dalam pergaulan masyarakat.Posisi seseorang dalam masyarakat 

merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi 

masyarakat.Hal inilah yang hendaknya di fikirkan kembali, karena kecenderungan 

untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan.Hal ini juga yang 

menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialism daripada 

spiritualisme.Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya 

atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam 

kebanyakan hal bersifat konsumtif.Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur 

dari atribut-atribut lahiriah tersebut. 

2.2.5. Konsep Camat 

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang 

pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan 
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berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya 

produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995: 4). 

urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah 

kebupaten atau kota. Camat berkedudukan segaia coordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada bupati melalui secretariat daerah kabupaten atau kota. Camat di angkat 

oleh bupati atau wilayah kota atas usul secretariat daerah kabupaten atau kota 

terhadap pegawai Negri Sipil yang memenuhi syarat. 

Di samping itu juga camat menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang kecamatan dalam BAB II pasal 10 

menyatakan bahwa: 

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan 

urusan pemerintahan umum 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: 

1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan 

di desa/Kelurahan dan Kecamatan;  

2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;  
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3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; 

4)  pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja 

Kecamatan kepada bupati/wali kota; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum, meliputi: 

1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; 

2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; 

3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada 

bupati/wali kota; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah, meliputi: 

1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang 

penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, 

meliputi: 

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; 
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2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang 

melibatkan pihak swasta; 

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota; 

f.  mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan, meliputi: 

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan 

instansi terkait; 

2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan 

kegiatan vertikal kegiatan 

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 

kepada bupati/wali kota; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;  

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah 

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: 

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;  

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah 

Kecamatan; 
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4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah 

Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Selanjutnya pasal 11 ayat (2) selain tugas sebagaimana yang di 

maksud pasal 10 Camat ,melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk menangani sebagaian urusan 

otonomi daerah adalah : 

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat 

mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota: 

a. untuk melaksanakan sebagian urllsan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah kabupaten/kota; dan 

b. untuk melaksanakan tugas pembantuan. 

2. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

3. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dilaksanakan 

dengan kriteria: 

a. proses sederhana;  

b. objek perizinan berskala kecil; 

c. tidak memerlukan kqiian teknis yang kompleks; dan 

d. tidak memerlukan teknologi tinggi. 
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4. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 

pelayanan terpadu. 

5.  Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6.  Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan 

dengan kriteria: 

a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;  

b. kegiatan berskala kecil;  

c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. 

7. Pelimpahan sebagianurusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik 

sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat 

setempat.  

8. Ttrgas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 

oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Ketentuan lebih ianjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan 

bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

Selain tugas dan pelayanan camat yang di jelaskan di atas, beberapa peran 

yang di miliki camat dalam menjalankan organisasi birokrasi antara lain: 
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1. Pengawasan 

Pengawasan (controling) adalah salah satu fungsi organik manajemen. 

Sebagai fungsi manajemen, pengawasan mengandung pengertian sebagai usaha 

mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi 

kerja dan apa bila perlu menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan 

sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan berarti melakukan sebuah proses 

pengadilan terhadap tugas-tugas yang di kerjakan, pengendalian tersebut adalah 

penilaian, penilaian dilakukan agar rencana yang telah di tetapkan dalam 

pelaksanaaan tugas tersebut sesuai dengan apa yang telah di rencanakan 

sebelumnya. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Manulang (2006:173) yang 

mengatakan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan 

pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan 

maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 

Tujuan dari pengawasan ialah untuk mengetahui kenyataan yang 

sebenernya dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan 

pekerjaan atau kegiatan.Fungsi pengawasaan adalah agar dapat diketahui 

penyimpanan-penyimpanan yang terjadi secara dini. Jikakekurangan dan 

kesalahan di ketahui lebih awal maka akan dapat di lakukan perbaikan dan 

peningkatan dengan cepat, artinya semua masalah dapat diantisifasi. 

2. Koordinasi 

Koordinasi (coordination) sebagai pencapaian usaha kelompok secara 



 

23 

 

teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.Terkait dengan hal-

hal tersebut sebagai upaya untuk menyerasikan tugas bersama, tugas bagian-

bagian, guna mewujudkan tujuan keseluruhan. Dari 

pengertian-pengertian tersebut dapat diperinci unsur-unsur koordinasi 

yaitu sebagai berikut: 

1. Koordinasi mengandung arti sebagai suatu proses atau kegiatan secara terus-

menerus tidak pernah berhenti. 

2. Mengandung upayaatau  kegiatan  untuk menyerahkan, menyelaraskan atau 

mensikronisaikan unit-unit atau bagian atau tindakan di dalam suatu 

organisasi. 

3. Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif 

dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan serta tumpeng tindih 

Menurut Soewarno Handayaningrat, mengatakan bahwa : koordinasi 

adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja (unit-unit) 

organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna 

melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan beliau 

lebih lanjut mengatakan bahwa, koordinasi dan hubungan kerja adalah dua 

pengertian yang saling kait-mengait, karena koordinasi hanya dapat dicapai 

sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. 

Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administratif yang membantu 

tercapainya koordinasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara 
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yang berhasil dan berdaya guna (efektif dan efisien) Dengan adanya koordinasi 

pembangunan tersebut diatas, maka rencana-rencana pembangunan yang 

diusulkan tadi diharapkan dapat terlaksana dengan baik serta mengandung nilai 

yang objektif, dengan demikian diperoleh suatu rencana pembangunan daerah 

yang terarah, terpadu sesuai dengan pola pembangunan daerah.  

Jadi makna defenisi diatas menunjukkan usaha penyesuaian langkah dari 

berbagai fungsi, sehingga efisiensi pencapaian tujuan dapat dicapai.Dalam bidang 

pemerintahan dan pembangunan, pelaksanaan koordinasi diarahkan adanya 

integrasi dalam kesatuan tindakan yang serasi, seirama, selaras sama lain dalam 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Selain melaksanakan tugas-tugas 

umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh pemerintahan diatasnya untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, 

pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain 

yang dilimpahkan.  

Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria 

ekternalitas dan efisiensi.Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan 

urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat 

dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.Apabila dampak yang 

ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut 

menjadi kewenangan camat.Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah 

kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna 
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tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan 

dilingkup kecamatan. 

Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani oleh 

kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 98 

ayat (2) dan Pasal 102, mengisyaratkan bahwa Camat wajib membina dan 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. 

Pembinaan dan pengawasan tersebut, meliputi : 

1. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 

2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; 

3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa; 

4. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang 

diserahkan kepada desa; 

5. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan; 

6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; 

7. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 

kemasyarakatan; 

9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

10. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; 

11. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; 
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12. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama 

lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; 

13. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembag 

kemasyarakatan; dan 

14. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan 

lembaga kemasyarakatan. 

Apabila ditelusuri lebih mendalam makna koordinasi tersebut, maka hakekat 

koordinasi yang aktif adalah senantiasa diarahkan pada tercapainya : 

a) Kesamaan gerak dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, hal 

ini merupakan inti koordinasi. 

b) Mencegah  terjadinya perbedaan dan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan 

pembangunan. 

c) Merupakan alat pendekatan personal dalam hubungannya dengan pendekatan 

yang bersifat lintassektoral dan multi dimensional dari setiap kegiatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif.Menurut Bogdan dan Tailor dalam Moleong (2004: 26) 

mendeskripsikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data desriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diminati. Tujuan penelitian deskrptif kualitatif adalah untuk 

mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi 

saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian kualitatif 

mengandalkan kecermatan pengumpulan data untuk memperoleh hasil penelitian 

yang valid.Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (depth interview), pengamatan 

terlibat (participant observation), diskusi grup yang terarah (vocal group 

discussion), dan analisis dokumen (document analysis). 

3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu 

 Peneliti ini dilakukan pada Bulan agustus 2020 sampai selesai. Lokasi 

penelitian  ini  dilakukan  kantor Camat Plampang Kanupaten Sumbawa  Provinsi 

Nusa Tenggaara Barat. Alasan peneliti memilih lokasih ini karena di Peneliti 

ingin mengetahui dan sudah sejauh mana  peran camat dalam penyelenggaraan 

pemerintah itu seperti apa. 
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3.3.Penentuan Informan 

 Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat 

langsung dengan permasalahan yang di teliti.Informan yang di pilih adalah yang 

dianggap dalam memberikan informasi mengenai Peran Camat Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan plampang Kabupaten Sumbawa. 

 Dalam penetian ini teknik penetuan informan yang digunakan adalah 

Purposive Sampling.Purposive Sampling adalah  teknik pengambilan sampel 

sumber data  dengan  pertibangan tertentu.  Pertimbangan tertentu ini misalnya 

orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia 

sebagai penguasa  sehingga  akan  memudahkan  penelitian  menjajahi obyek atau 

situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil 

berdasarkan kebutuhan peneltian. Adapun yang menjadi informan yaitu:  

1. Camat Plampang  

2. Staf Kantor camat Plampang 

3.4.Jenis Dan Sumber Data 

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni : 

1. Data Primer 

Menurut Triton P.B, (2007:68) Data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari informan dan responden atau sampel berdasarkan karakterisktik 

tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut (purposive sampling). Dalam 

hal ini, data berasal dari hasil wawancara yang bertujuan untuk mengetahui hal 

yang berhubungan denngan keadaan tertentu dengan menggunakan pertanyaan 
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pertanyaan melalui wawancara, observasi dan schedule tentang Peran Camat 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Plampang Kabupaten 

Sumbawa. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku literature-

literatur, dokumen, majalah, dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang di bahas. 

3.5.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah  memperoleh data. Untuk 

memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenaran ilmiahnya, dan di perlukan suatu penelitian, maka diperlukan teknik 

pengumpulan data yang tepat dan sesuai. Dalam penelitian kualitatif 

menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan (observasi), wawancara,  

Dokumentasi. Metode kualitatif ini digunkan karena beberapa 

pertimbangan.Pertama menyesusaikan metode kualitatif  lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua metode ini menyajikan data 

secaralangsung  hakikat hubungan antara peneliti dan responden. 

Berikut ini teknik pengumpulan data yang  peneliti lakukan:  

1. Observasi  

Proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau 

pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian. 
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Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi 

penelitian di kantor Camat Plampanng Kabupaten Sumbawa. 

2. Teknik Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dari ide melalui tanya jawaab, sehingga dapat dikontruksikan  

makna dalam suatu topik tertentu.  

Menurut Esterberg dalam ( Sugiyono, 2015) mendefinisikan 

wawancara adalah digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal daari responden yang lebih mendalam. Wawancaara adalah sebagai 

dialog yangdilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

pewawancara atau narasumber. 

Menurut Esterberg dalam ( Sugiyono,  2015)  mengemukakan 

beberapa macaam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi 

terstruktur, dalam waawancara terstruktur. 

1. Wawancara terstruktur  

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan 

data, apabila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam 

melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen 
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penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan  tertulis alternatif yang 

jawabannya pun telah disiapkan. 

2. Wawancara semi terstruktur  

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth 

interview,dimana dalam pelaksanaanya lebih bebes bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. 

3. Wawancara tak berstruktur  

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Dari uraian tersebut pedoman wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pedoman wawancaaraa semi struktur, yaitu 

wawancara secara mendalam kepada responden. Maka dalam penelitian 

ini pihak yang akan diwawancara antar lain: 

1. Camat Palmpang 

2. Staf Kantor camat Plampang 

                3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen.Dokumen tersebut dapat berbentuk data, dan gambar. 

Data yang dimaksud di sini adalah data dari hasil wawancara dengan dinas 

pasar dan beberapa narasumber di Kantor Camat Plampang Kabupaten 

Sumbawa.  
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3.6.Teknik Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2015)  analisis  data  adalah proses mencari dan 

menyusun secara sitematika data yang di peroleh dari hasil wawancara, cacatan 

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola-pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dari sendiru maupun  orang lain. 

 Bogdan dan Biklen mengatakantekhnik analisis data adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, 

memilah-memilihnyamenjadi satuan yang dapat dikelolah, mensintesiskanya, 

mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain (Moleong,  2007:248). 

 Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif  dan berlangsung secara terus menrus sampai tuntas sehingga data 

mencapai kejenuhan. Aktivitas dalam analisis data. Reduksi data,  penyajian data,  

penarikan kesimpulan  

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis  yang menajamka, 

menggolongkan,mengarahkan,membuang yang tidak perlu,dan 

mengorganisasikan data dengan cara  sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat diartikan dan penarikan kesimpulan.  Dengan reduksi 
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data penelitian tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi  

2. Penyajian Data 

Tahap selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data.Penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar 

kategori.Sajian data ini  disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam 

reduksi data.Penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan dengan 

menggunakan kalimat (teks yang bersifat  naratif) dan bahasa peneliti yang 

merupakan kalimat yang logis dan sistematis sehingga mudah dibaca dan 

dipahami. 

3. Penarikan Simpulan 

Simpulan dilakukan sampai waktu proses pengumpulan data 

berakhir.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara danakan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas. 
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3.7.Keabsahan Data 

 Pemeriksaan pada keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk 

menyanggah balik yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang menggunakan 

tidak ilmiah,  juga  merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan  dari  tubuh  

pengetahuan  penelitian  kualitatif  ( Moleong,   2007: 320).  

1. Perpanjangan Pengamatan  

Mengapa perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan 

kepercayaan atau keabstran data. Dengan perpanjangan pengamatan berati 

peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan 

sumber data yang pernah ditemuin maupun yang baru. 

2. Ketekunan Pengamatan  

Berarti mencari secara konsisten interprentasi dengan berbagai cara 

dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau pentatif. Sehingga 

maksudnya adalah untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh 

ganda, yaitu fakto-faktor konstekstual dan pengaruh bersama pada peneliti 

dan subjek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti. 

3. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu digunakan untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.Menrut Patton 

(1987) (dalam Moleong, 2012: 330) Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 
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yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. Pencapaianya melalui : 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,  

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi,  

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,  

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

pendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintah,  

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Moleong (2012: 332) menegaskan bahwa triangulasi merupakan cara 

terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang 

ada dalam konteks suatu studi saat mengumpulkan tentang berbagai kejadian 

dan hubungan dari berbagai pandangan. Peneliti dapat melakukannya dengan 

cara berikut, 

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data. 

c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan.  
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Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi teknik. 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data 

dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Apabila dengan tiga teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka 

penelitian melakukan diskusi lanjut kepada sumber data yang bersangkutan 

atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 
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